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4 Pos Pai ak Nol Target Terpasang

diAPBD2Ol 5
AMLAPUM. NusaBali

Empat pos pajak dengan
target nol, di APBD Karan-
gasem 2015, tetap terpasang.
Padahal potensinya tidak ada,
walau didr.rkung peraturan
daerah (perda) masing-mas-
ing. Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Karangasem I Nengah
Toya mengatakan, pajak tanpa
potensi tetap saja bisa terpa-
sang, karena telah ada perda.

tidak ada transaksi sarang
burung walet, lagi pula di Am-
lapura sendiri tidakada burung
walet yang bersarang. Hanya
ada di Banjar Tauka, Desa Tiy-
ingtali, Kecamatan Abang dan
di Pantai Samuh, Desa Bugbug
Kecamatan Karangasem.

"Karena tidak ada potensi
tidak ada pemasukan, sehing-
ga tidak ada target," katanya.

Padahal target PAD di

Toya mengaku, sulit meng-
hapus, agar targef pajak terse-
but tidak tercantl.rm di APBD.
Sehingga disetiaf APBD sela-
lu muncul walau {anpa target.
Tova membeberldan hal itu di
Amlapura, lumatl[18/9).

Toya mengat{kan empat
pos pajak denga$ target nol,
masing-masing: p{jak reklame
stiker; paiak reldar{re selebaran,
pajak reklame berjalan dan pa-

APBD Perubahan 2075,
mengalami kenaikan dari Rp
205,27 miliar di APBD induk
menjadi Rp 232,13 miliar,
kenaikannya Rp 26,85 miliar
atau 13,08 persen.

Toya mengakui, kenaikan
target berdasarkan hitung-
hitungan potensi. "Ya, kami
jalani saia untuk memerluhi
target itu, walau terasa cikup
berat," tambahnya. 6 k16

jak sarang burung fvalet.
Pajak reklame sesuai Perda

No 12 tahun 2008, dan pajak
sarang burung walet sesuai
Perda No 04 tahun 2011.
"Kami kan rnewarisi sep-
erti itu, keempat pajak diatur
perda, kenyataannya tidak ada
potensi. Hanya saja, di APBD
tetap'tercantum tidak bisa
.terhapus," katanya,

Sebab, selarna ini kata Toya
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APBD Perubahan 201 5 Baru Masuk
Pembahasan Banggar

MANGUPUM, NusaBali
Dewan PerwaHlan Ra}<yat

Daerah [DPRD) Kabupaten
Badung mulai membahas hasil
verifikasi maupun evaluasi
APBD Perubahan tahun 2015,
Jumat (18/9). Rapat dipimpin
oleh Koordinator Banggar
yang jugaWakilKetua II DPRD
Badung Made Sunarta, dihadiri
antara lain Ketua Komisi III
Nyoman Satria, Ketua Komisi
II Nyoman Dirgayusa, serta tim
ahli DPRD.

Lamanya pem.bahasan
APBD perubahan ini lantaran
SK dari Gubernur Bali baru
diterima dewan pada L6 Sep-
tember 2015. Banyak pihak
menilai waktu yang tersedia
{rntuk menjalan}<an ptogram
yangilicanangkan sangat sem -
pit, hanya berkisar 2,5 bulan
hingga pertengahan Desem-

ber. Sehingga dikhawatirkan
akan mengganjal pelaksanaan
proyek Meski ada kekhawati-
ran seperti itu, wakil rakyat
usai membahas APBD Peru-
bahan 2015 tersebut menje-
laskan, walaupun hingga saat
ini APBD perubahan belum
ketok palu, tetapi pihaknya
memastikan seluruh kegiatan
berjalan sesuai targel

Menurut Sunarta, program
yang dianggarkan pada APBD
perubahan lebih banyak ada-
lah prOgram yang tak lang-
sung berkaitan dengan kegia-
tan fisik. Melainkan program
kecil yang tidak membutuh-
kan waktu pengadaan lama,
seperti penyusunan detail
engineering design (DEDI
maupun proyek-proyek sep-
erti pengadaan dalam volume
dan nilai yang kecil. Misalnya

pengadaan alat tulis kanto[
mebeler dan sebagainya.

"Kegiatan yang dipasang
di APBD perubahan hanya
proyek-proyek kecil yang tidak
perlu waktu lama," katanya.
Sehingga, imbuh Sunarta yang
juga Bendesa Adat Abianbase,
Kelurahan Kapal, Mengwi, itu
menegaskan walau waktunya
mepet, dipastikan proyek tak-
kan terganggu.

Sunarta juga memastikan,
pihak DPRD Badung tak ada
menghambat pembahasan
APBD Perubahan 2015. Na-
mun, DPRD baru menerima
hasil verifikasi 16 September. '

Setelah rapat Banggar, ren-
cananya rapat dengan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) akan digelar pada Se-

lasa (22/9) mendatang.
Disinggung hal Penting

yang perlu dikoordinasikan
dengan pihak TAPD, Sunarta
menjelaskan antara lain soal
hibah bansos yang hingga
kini .belum ada kejelasan.
"Materi hibah bansos ini akan
menjadi bahan pertanyaan
dewani' katanya. Terkait ini,
tentu saia menyangkut na-
sib dana hibah dan bansos
yang merupakan kePentin-
gan mhsyarakat. Pihaknya
pun akan mempertanYakan
ilternatif iika belum bisa ke-
luar karena penerima belum
berbadan hukum Indonesia.
Ketua Komisi III Nyoman Sa-
tria mengharapkan agar ang-
gota banggar bisa memPerd-
alam dan mempelajari materi
APBD perubahan tersebut.
Sehingla bisa menjadi bahan
untuk dikomunikasikan den-
gan pihak TAPD. 16l as
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Kerusakan di be-
berapa bagian
kolam renang

itu akan segera
diperbaiki. Namun
masih menunggu

kepastian pengelola
kedepannya.

SINGAMJA, NusaBali
Pasca kerusakan beberaPa

fasilitas yang terjadi di venue
cabang olahraga renang, setelah
pelaksanaan Porprov XIl, tahun
2015, di Buleleng, Wakil Bupati,
dr Nyoman Sutjidra meminta
Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-
pol PPJ, kembali melakukan
peniagaan yang ketat. Hal terse-
but, menyusul dibukanya kolam
renang standar nasional tersebut
untuk masyaraKat umum.

nya kolam renang ini akan kita
berdayakan, perlu pengelolaan
yang matang, sehingga nantinya
tidak terbengkalai. Yang jelas
kerusakan yang sudah terjadi
nanti akan kita perbaiki segera,
setelah pengelola kolam renang
ini diputuskan," imbuh dia.

Selain itu Sutjidra mengaku,
saat ini Pemkab Buleleng mem-
berikan keleluasaan kepada siswa,
mahasiswa untuk memanfaatkan
fasilitas kolam renang yang sudah
ada. PihaknF juga akan mengatur
sistem pemeliharaan kolam re-
nan& yang saampai saat ini masih
belum sempurna terutama untuk
patkir dan perindang. Termasuk
memikirkan biaya operasional
setiap bulann}?yang cukup tinggi.

Sementara itu pemberdayaan
kolam renang berstandar na-
sional yang baru dimiliki oleh
Buleleng tersebut, juga akan
direncanakan dipakai untuk
even-even renang nasional. Sep-
erti misalnya yang baru diren-
canakan adalah pelaksanaan

Kejurnas pada bulan November
mendatang. "Ya mudah-mudahan
tidak ada halangan, pemanfaatan
kedepannya akan kita pakai un-
tuk even-even besar berstandar
nasional," harapnya.

Seperti diberitakan sebel-
umnya, belum genap sepekan
dalam pertandingan cabang olah-
raga renang yang digelar dalam
ajang bergengsi Pekan Olahraga
Provinsi (Porprov) Bali XIl, di Bule-
leng, beberapa fasilitas di kolam
renang mengalami kerusakan.
Seperti yang terlihat pada pintu
ruang ganti putra }?ng gagangnya
sudah lenyap. Begitu pula pada
pagar pembatas sisi kolam renag
lang sudah ambruk.

Namun sampai saat ini belum
dapat dipastikan penyebab keru-
sakan tersebut apakah terjadi
saat pelaksanaan Porprov atau
setelah Porprov Selain juga air
kolam yang sudah berubah warna
meniadihijau. -a k23

. NUJSABALI/L L K

Wakil Bupati Bulel€ng, dr Nyoman
Sutjidra, SpOG.
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Fasilitas Kolam Renang Rusa(

Satpol PP Disiagakan

Iaga Ketat
Selain ditemukan kerusakan

di beberapa fasilitas kolam re-
nqng, seperti kerusakan gagang
piFtu pada ruang ganti, Pagar
pdmbatas dan warna air yang
kgruh, sejumlah celana dalam
juga ditemukan berserakan di di
dckat ruang ganti. Untuk men-
gantisipasi hal-hal yang tidak di-
inginkan, seperti indikasi meniadi
teFnpat mesum, puluhan Satpol
Pf langsung disiagakan se,ak
K{mis (17l9) malam.

"Terkait dengan temuan keru-
sakan dan beberapa benda yang
seharusnya tidak ada disana,
kapi langsung tugaskan Satpol
PP untuk melakukan penjagaan
kembali di lokasi. Ini untuk men-
gantisipasi teriadinya hal-hal
yangtidak kita inginkan bersama.
Mengingat saat ini fasilitas olah-
raga kolam renang, setelah Por-
prov sudah dibuka untuk umum,"
uiar Wakil Bupati Buleleng, dr
Ntqman Sutridra, SpoG, dikonfir-
rdasi iumat {18/9) kemarin.

Terkait dengan kerusakan

beberapa fasilitas kolam renan&
dikatakan akan segera diperbaiki.
Hanya saia saat ini masih men-
unggu kepastian pengelola kolam
renang untuk kedepannya. "Kare-
na biaya pembangunannya cukup
menguras anggaran. Kedepan-att

\tsr.-- t
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Kisruh Honor Kelar,
Pilkada Bangli Tetap Iatan

BANGLI, NusaBali
Ingin menanyakan titik terang

honor penyelenggara Pilkada
Bangli, Ketua Panwaslih Bangli
I Nengah Sandiartha bersama
Pengawas Pemilu Lapangan
(PPL) dan Panwascam seluruh
Kabupaten Bangli mendatangi
Rumah fabatan Bupati Bangli,
fumat (18/09).

Kedatangan mereka diterima
langsung Penjabat Bupati,.Ban-
gli, Dewa Gede Mahendra Putra,
didAmpingi Kabag Hukum, Kabag
Keuangan, Assisten III, Kesbang-
polinmas dan Kabag Hqmas
Pemkab Bangli.

Dalam pertemuan itu, akh:

irnya menemukan titik terang,
sebab sesuai dengan SK Provin-
si Bali No : 270.5/8070/HK
tentang standar harga kebu-
tuhan pendanaan kegiatan
pemilihan kepala daerah/wakil
kepala daerah yang salah satu
klausulnya mencabut SK Bu-
pati Bangli No.900 tahun 2015
yang menetapkan honor penye-
lenggara Pemilu Rp 2.500.000
untuk Ketua dan Rp 2.000.000
untuk anggota. Dalam surat
tersebut, juga ditetapkan honor
penyelenggara pemilu dikem-
balikan sesual usulan KPU dan
Panwaslih sebelumnva.

Sehingga, hgnor ying diberi-

kan sesuai dengan Naskah Per-
janjian Hibah Daerah [NPHD)
sebesar Rp 6,5 juta untuk ketua
dan untuk anggota sebesar Rp
5,5 juta, sama dengan enam
kabupaten/kota di Bali yang me-
nyelenggarakan Pilkada serentak
9 Desember mendatang.

Penjabat Bupati Bangli lang-
sung menyampaikan bahwa
dasar hukum sekarang sudah
jelas, menyusul turunnya SK
Provinsi Bali tersebut. "Surat
dari Provinsi tersebut, sudah
saya jemput tadi pagi (fumat)
langsungke Denpasar, fadi dasar
hukumnya kini sudah jelas,"
ularnya.

Kata Dewa Mahendra, sesuai
dengan SK tersebut, honor untuk
penyelenggara Pemilu di Bangli
dikembalikan sesuai usulan KPU
dan Panwaslih Bangli sebel-
umnya. Bahkan saat itu juga, Pj
Bupati Bangli langsung mengin-
struksikan kepada bawahannya
agar mempercepat proses pem-
buatan SK pencabutan tersebut.
"Maksimal pada Rabu (23/9)
nanti, prosesnya sudah kelar.
Kalai.r bisa maju bakal lebihbaik"
katanya.

Sementara, Ketua Panwaslih
Bangli, Nengah Sandiartha lang-
sung menyambut penyelesaian
kisruh honor tersebut, agar
diselesaikan dengan baik. "Kini
kejelasannya sudah ada. Bupati
juga telah menjamin, pada Rabu
nanti SK Bupati yang baru turun
untuk mencabut SK Bupati sebel-
umnya. |adi, kami optimis pemilu
di Bangli dapat berjalan sesuai
dengan aturan," uiarnya.6 cr53

SUASANA saat pertmuan pemabahasan honor Pilkada Bangli. di Rumah
Jabatan Bupati Bangli, Jumat (18/9).
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Masih Terlilit Kasus,
GOR Sekolah Malah Dipoles
BANGLI, NusaBali

Walaupun pihak Kejaksa4n Neg-
eri [K€jariJ Bangli tengah nlelaku-
kan penyidikan mengenai {ugaan
adanyapenyimpangan dalam pros-
es pembangunan Gelanggang Olah
Raga (GORJ di SMAN I Susut, Bangli,
pihaksekolahbergeming.'

Malah pihak komite sekolah
melakukan pemolesan atau rpnova-
si GOR tersebut Mereka betalasan
proses reno si terhadap bdnguan
GORt"ng menelan anggaran miliar-
an itu, dilakukan seElah mefdapat
izin dari pihak Kejari.

Kenala SMAN I Susut, Drs Kom-
ang Gede luliarta Danendn Mpd,
saat dikonfirmasi mengatakan,
sebelum melakukan semacam

renovasi, pihaknya meminta pe-
tunjuk pada Kejari Bangli supaya
dapat memfungsikan bangunan
GoR yang telah lama mengganggur
itu. "Setelah melakukan kordinasi,
intinF kita diperkenankan untuk
menservis GoR tersebut, dengan
catatan 6dak rnembebani dari dana
sekolahi' uiarny4 Kamis (17/9).

Kata dia kondisi GOR fang telah
lama menganggur ini, memang
seringkali menJadi hambatan di saat
sekolah mengikuti berb,g:i lomba
Seperti saat mengikuti lomba seko-
lah sehat, pusat informasi konsulbsi
remaja (PIK-R) dan sebagainya.
Sebab, hal itu malah menjadi nilai
minus bagi sekolah.

'Apalagi kita bakal mengikuti

lomba sekolah sehat y"ng penilai-
annya bakal dilak-ukan bulan ini.
Maka GOR tersebut dipoles agar
tidakkembali mendapat nilai minus.
Adapun beberapa item banguan
Fng diperabaiki, sepeni melakukan
pemadatan lantai dengan beton,
pengecatan tembok di dalam ru-
angan GOR dan penataan stage;'
katanya.

Rencananya GOR itu, bakal di-
fungsikan sebagai lapangan basket,
bulutangkis dan voli serta difu ngsi-
kan juga sebagai tempat pertemuan.
"Untuk renovasi penyervisan itu,
dianggarakan dana sekitar Rp 45-50
juta }?ng menggunakan dari dana
komite sekolah;' sebutnya.

Sementara Kasi Pidsus Ke,ak-
saan Negeri Bangli, Bagus Putra
Agung, seizin Kajari Bangli, saat
dikonfirmasi terkait penanganan
kasus GOR di SMKN1 Susut, men-
egaskan tetap akan membukanya
lagi. Pasalnya, penanganan kasus itu
dilakukan pada pejabat sebelumnya.

"Kita bakal kembali membuka
lagi kasus tersebut dan sebelum-
nya kasus ini tengah masuk pra
ekpose di BPKg'ujarnya. Lucunya,
saat disinggung soal adanya peng-
garapan GOR tersebut oleh pihak
sekolah, dia pun tampak kaget. Dia
malah mempertanlakan kebena ran
itu pada awak meiia. Menlrut(ia,
semestinva GoR itu kalau masih
berkasus sebailmta jangan diotak)
atik dulJ. 6 cr53

KONDISI GOR SMAN 1 Susut. saat dipoles oleh sejum{eh buruh bangunan,
Kamis (1719). \
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MikolKembaliDiatu
Pemda

Pengaturan lokasi
mikolyang diPer-

' dagangkan adalah
dijual eceran atau

diminum langsung
itu dikembalikan

pada Pemoa.
JAI(ARTA, NusaBali

Kemcnterian Perdagangan
bakal mengubah 32 aturan sep-
erti yairg teicantum dalam Paket

kcbiiakan yang diluncurJPn Pres-
idcn Jokowidodo pada9 Septem-
ber 2015. Salah satu aturan Yang
akan ditiniar.l ke mbali adalah
Peraturan Menteri Perdagangan.
Nomor 6 Tahun 2015 tentang
li'engendalian dan Pengawasan
Te rhada p Pen gadaan, Pereda ran,
dan Peniualan Minuman B€ralko-
hol Imikol), yang meruPakan Pe'
rubahan dari Permendag Nomor
20 tahun 2014.

Nantinya, pemerintah bakal
menyerdhkan kewenangan Pen-
jualan minuman b era lko ho I

I mikol ) atau miras lminuman
keras) ke pemerintah daerah

langsung jtu dikernbalikan pada
Pemda. 'ltu usulan di rakortas
IRapat Koordinasi Terbatas],,,
seoutnya.

Pihaknya mengaku tengah
mempela jari kembali peratu;an
Presiden Nomor 74 tahun 2013
tentang Pengendalii:n tlan penga-
wasan Minuman Bel.alkohol, serta
Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 6 tahun 2rl1S tJntine
lPengendalian dan pengawasai
Terhadap Pengadaan, peiedaran,
dan Penjualan Minurnan Beralko-
hol, yang merupakarr perubahan
dari?ermendag Nontor Z0 tahun

fpemda ). "Mikol jadi sebetulnya
k;lau kita pahalni dulu babwa
deregulasi birbkratisasi dalam
rangka meningkatkan daya saing
dan mendorong perdagangan dan
beberapa hal mendorong sektor
riil terus melaiu," papar Direktur
fenderal Perdagangan Dalam
Negeri Kemendag Srie Agustina di
kantor Kemc;ndag, lakarta, iumat
t1B/e).

Srie menielaskan, salah satu
permintaan dalam paket kebija-
kan Jokowi adalah bagaimana.un-
tuk penetapan Pengaturan lokasl
mikol yang diperdagangkan ada-
lah dijual eceran atau diminum

Namun sebenarnya, Srie bi-
lang, dala m Permendag Nomor
20 tahun 2014 aturan mengenai
penjualan mikolsecara eceran di
toko sudah diserahkan kepada
pemerintah daerah. Tepatnya,
aturan tersebutada pada Pasal 14
yang menyatakan bahwa penjua-
lan langsungdibac hotel ataupun
restoran ditetapkan pemda. "Ke-
mudian Permendag 06 melarang
[penjualan) di minimarket, Pasal
yang diubah di minimarket. Kita
tegaskan ke Pemda bahwa ada
tempat tertentu meniual di tem,
pat yang ditetapkan pemda," kata
Srie lagi. iG
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Mobnas Pimpinan Dewan Iarang Terpakai
MANGUPURA, NusaBali

Mobil dinas (mobnas) oimoi-
nan DPRD.Badung yarig telih
mengundurtGn din karena men-
jadi calon dalam Pill€da Baduru
2015, kini hanya diparkir di qgi
dung DPRD Eadung. Misalnla,
kendaraan Toyota Camry dan
Fortuner bernomor Dolisi DK 3
Q milik I Nyoman ciri Prasta tak
lagi dipergunakan kecuali un-
tuk kepentingan kedinasan. Kini
politisl asal Plaga, Petans. yans
meniadi calon buDati di Fiti€d;
Badung.2015 itu lebih memilih
menggunakan kendaraan pribadi.

Secara aturan fasili6s ter-
masuk ju€a gajisebagai anggota
dewan akan tetap. meniadi hak
sebelu m SK pengunduian diri
turun. Namun, karena bersa-
maan dengan pengajuan permo-
honan pengunduran diri sedang
drproses, tiga anggota dewan
yang mundur karena bertarung
dalam Pilkada Badung 9 Deseml
ber 2015, bertepatan dengan
masa kampanye, sehingga baik
Giri Prasta mauDun I KetutSuiasa
selaku pendamping (pasasangan

calon Giri-AsaJ, s€rta I Nyoman
Sutrisno meniadl calon wakil
bu_pati yang berpasangan dengan
caton bupati I Made Sudiana {oa-
sangan calon Sudiana-sutrisiio),
maka terlarang bagi merekl
menggunakan fasilitas neqara.

Humas tim pemenanea-n Giri-
fua, Nyoman Sahia, saa-t dikon-
firmasi membenarkan semeniak

. dibukanya kampanye 27 Aeuslus
2015, baik Giri Prasta maupun
Suias? .tak lagi menggunai<an
moD dtnas sebagai pimDinan
dewan. Bahkan, mobii dinis itu
kini telah dikembalikan sekitar
sepekan lalu.

"Walaupun masih ounva hak.
Giri Prasda sudah mengembaj
likan seluruh fasilitas te;hitung
sejak satu minggu lalu. Ke mana-
mana (ciri PrastaJ menggunakan
mobil pribadi. Jadi itulah konsek-
uensi sebagai bentuk komifnen
untuk mengembalikan mobil
dinas itu, walaupun masih me-
miliki hak menggunakan fasilitas
itu sampai SK gubernur turun,"
jelasnya, 

f umat [19l8).
Tidak saia kendaraan dinas

Giri Prasta, kata Satria,, kend-
araan dinas yang dipakai Suiasa
pun tak lagi digunakan. Akan
tetapi, untuk penqembalinn-
ya ke lembaga de-wan masih
akan dikoordinasi lebih laniut.
"Pengembaliannya kami maiih
koordindsikan, trpi kami teeas-
kan di sini, Pak Suiasa juga'tak 

.

.lagi menggunakan mobil dinas
saat.mengikuti kegiatan kampa-
nye, tegasnya.

Sementaia, Sekretaris DpRD
fSekwan) Badung Made Wira
t harmaiaya, menielaskan aturan
masih membolehkan fasilitas .

dinas digunakan sebelum SK tu- .

run. Tetapi fasilitas dirus dilarans
digunakan bila unruk kepentingai
kampanye. "Sepanjang tidak pakai
untuk kampanye, pak Giri, Dak
Suiasa, tetap boleh menggunalan
modil dinas. Seperti bila ada kegia- .

tan kedinasan mereka tetaD boleh
memakai mobil dinas. Namun
kalau sudah urusan kampanve.
nah itu yang tidak boleh," jeiasnya.
la pun membenarkan bila kend-
araan dinas Giri Prasta kini hanva
terpart<ir di gedung dewan. 6 is

.')
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f;enetapan Tersangka KoruPsi
PDAM Karangasem Ditunda
DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsidiPDAM Karangasem yang ren-

canany8tinggal menetapkantersangka kembali mundur.
Penyidik kembali diminta melengkapi proses penyelidikan

hingga penyidikan sehingga kasus ini menjadi sempurna
Hal inidiungkapkan salah satuTim Penyidik Kejaksaaan

Tinqqi lKeiatil Bali, Akmal Kodrat didamdngi Kasipenkum
dariFumjs, Ashari Kurniawan pada Kamis (17l9) sore la

' mengatakan, dalam kasus ini penyidik memang sudah
melakukan gelar perkara (ekspose) dan menemukan
perbuatan melawan hukum. Namun sampai saat ini,
penyidik belum menetapkan secara resmi tersangka.
;Memang tersangka belum ditetapkan," jelasnya ketika

dhemui di Kejati Bali. la mengatakan, ada beberapa hal
yang msmbuat penetapan tersangka ini ditunda. Salah
satu;yg yaitu penyimpangan yang teriadidi PDAM Karan-
gasem hingga teriadinya kerugian negara. Dijelaskannva,
awalnya penyidik melakukan penyelidikan terkait adanya
penyimpangan dalam pengadaan pompa air sepertiyang
dilaporkan masyarakbt sebelumnya

Namun setelah dilakukan pendalaman, dalam penyeli'

dikan tersebut tidak menomukan penyimpangan dalam
Denqadaan Dompa air Malah penyidik menemukan p€ny-

irnpang"n yung t"riudidalam pengsdaan lahan untuk PDAM

Karangasem, "Iidak ada penyimpangan dalam pengadaan
pompa seperti yang dilaporkan Malah tim menemukan
penyimpangan dalam pengadaan lahan," ungkapnya. Nah,

temuan penyimpangan inilah yang kini menjadi masslah

dan harus disempumakan Pasalnya, dalam surat perintah
penvelidikan tim mendalami dugasn penyimpangan dalbm
pengadaan pompa, namun s€telah naik menjadip€nyidikan
ternyata yang ditemukan psnyimpangan dalam pengadaan

lahan, "Makanys sekarang tim masih melakukan penyeli-

dikan ulang untuk disempumakan terkait penylmpangan
pengadaan lahan ini. Sehingg€ nandnya penyelidikan hingga
penyidikan klop dan kasus ini meniaditerang," lanjutnya.

Ditanva masalah calon tersangka yang djsebutkan
berinisial BI, Akmal endgan berkomentar banyak. Na-

mun ia iuga tidak membantah soalcalon tersangka yang

disebut salah satu pejabat utama PDAM Karangasem
ini. "Kita tunggu saia. Kalau semua sudah seles€i akan

diumumkan," pungkas Akmal € rez

s-
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iusulkan Revisi
Dewan akan

mengeluarkan
rekomendasi

untuk revisi
Perda RTRW.

Namun Bappeda

akan diajukan ke pimpinan
dewan.

Hal itu diterungkaP di
sela- sela rapat Pansus APZ
di gedung DPRD Bali, Jumat
fl8/9 ) sianq. Rapat Pansus
APz dipimpin Ketua Pansus I

Kadek Diana, dihadiri Ketua
BaDDeda Provinsi Bali Putu
Asiawa, Tim Ahli NYoman Su-

arca, perwakilan Biro Hukum,
Koordinator Pansus APZ Yang
iuga Wakil Ketua DPRD Bali
I Nyoman Sugawa KurrY. Se-

mentara anggbta Pansus APZ
vans hadir I Nvoman Parta, I
"Way"an Disel Aitawa. lda Ba-
gus Cede Udiyana, lda Bagus
Padakusuma, Ketut Kariyasa
Adnvana. Sebenarny.l ada 26
anglota pansusAPZ DPRD Bali.
Namun yang hadir mengikuti
agenda pembahasan RanPerda
APZ selalu minim.

Pembahasan RanPerda APZ
kemarin adalah PenyemPur-
naan oasal- pasal soal arahan
zonasi yanq sebelumnYa sudah
dibahas dengan stalahli 'r" n

PHDI. Perda APZ mendesak
untuk segera ditetapkan ka-
rena desakan kabuPaten dan
kota yang tidak bisa menyusun
RDTR IRencana Detail Tata
Ruangl lantaran zonasi-zonasi
belum jelas diatur. Pansus
tinggal mengagendakan Pe-
ma nggila n kepala BaPPeda
kabupaten/kota seluruh Bali
dan tim ahli sebeium Ranperda
APZ disempurnakan.

Anggota Pansus I Wayan
Disel Astawa mengatakan se-
belum Ranperda APZ ditetaP-
kan seluruh kepala BaPPeda
dan pihak kabupaten dan kota
dipanggil dulu untuk memba-
has bcrsama. "langan samPai
nanti setelah Penetapan ada
komplin-komplin lagi. Kita
nggok mai lagi bolak-balik,"
ujar Disel Astawa.

Disel Astawa di hadapan
peserta raPat mengatakan
pcmbedahan pasal Per Pasal
di Ranperda APZ juga tidak
membahas soal ketinggian
bangunan, "Seperti Yang sela-

berpendapat,
sebelum revisi

mestinya didahului
dengan evaluasi.

DENPASAR, NusaBali
Peraturan Daerah (Perda)

Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
IRTRWI Provinsi Bali akan
direvisi. Pansus Arahan Peng-

aturan Zonasi [APZ) DPRD
Bali telah menyePakati bahwa
Perda Nomor 16 Tahun 2009
direvisi dan usulan tersebut

PerdaRTRI/V
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ma ini bergulir di media, ferlu porsi lebih banyak. Misal'
ditegaskan bahwa di sini fidak kan kewenangan pengaturan
ada pembahas soal ketinggian garis pantai 12 mil yang kini
bangunan. Publik perlu meng- ditangani Provinsi Bali. Ke-
etahuihal itu. Supayatidakada wenangan soal energi sumber
kecurigaan bahwa ketinggian daya alam seperti pengaturan
bangunan akan dibahas di APZ masalah tambang. Selain itu,
untuk kepentingan tertentu," soal pengaturan tata ruang
kata politisi PDIP asal Desa saat ini sudah harus dilakukan
Ungasan, Kecamatan Kuta Se- perubahan karena karakter
latan, Badung, ini. Bali sekarang tidak sesuai den-

Nah, di sela-sela pemba- - gan Perda RTRW. "Tata ruang
hasan Ranperda APZ tersebut kita sudah banyak mengalami
Ketua Pansus APZ Kadek Di- perubahan sehingga perlu pe-
ana menyampaikan wacana nyesuaian,'l kata mantan Sek-
revisi Perda Nomor L6 Tahun retaris DPC PDIP Gianyat ini.
2009 tentang RTRW Provinsi Kata politisi asal Kecamatan
Bali. Kadek Diana mengata- Sukawati, Kabupaten Gian-
kan Perda RTRW sudah san- l'it ini amanat PP 15 tentang
gdt memenuhi syarat untuk penyelenggaraan penataan
direvisi. Ada beberapa hal ruang, Perda Tata Ruang da'
vane mendasa ri. Sala h satu nya patdirevisi limatahunsekali
idaiva perubahan ketentuan ''Kalau mengacu PP 15 ini su'
peraiuran perundangan yang ddh sangat dimungkinkankan
mensharuskan revisiPerda l6 untuk dilakukan revisi karena
Tahu"n 2009. Seperti adanya UU sudah berlalan tuiuh tahun,"
llomor 23 tentang pemerinta- ujarnya
han daerah yang memasukkan Mantan anggota DPRD Cian-
kewenangan piovinsi dengan yar ini mengatakan revisiPerda

RTRW tidak saling menunggu
dengan penetapan Ranperda
APZ. Karena Perda APZ men-
jadi kebutuhan masyarakat
di kabupaten dan kota, dan
mendesak ditetapkan.

"Tidak perlu m e nunggu
revisi Perda Nomor l-6 Tahun
2009 tentang RTRW Provinsi
Bali, Kalaupun nanti APZ ada
penyelarasan dengan Perda
RTRW maka itu bisadilakukan
dengan singkat. Tidak seperti
membuat perda baru, hanya
perbaikan-perbaikan untuk
penyelarasan supaya tidak
bertentangan dengan aturan
lain," ucap Kadek Diana.

Menanggapi pernyataan
tersebut, Kepala Bappeda
Provinsi Bali Putu Astawa
mengemukakan, sebelum di-
laksanakan revisi terhadap
Perda RTRW harus ada evalu-
asi. "Setahu kami sebelum
ada keputusan revisi harus
ada evaluasi dulu. Evaluasi
itu menyangkut hal-hal yang
manasaia akan direvisi, pasal

p:r pasal. Apa latar belakang
dan alasannnya. Eksekutif dan
tim ahli, akademisi yang akan
mengevaluasi," tutur Astawa.

Sugawa Korry yang juga
ko o rd inato r Pansus APZ
mengatakan DPRD Bali akan
menerbitkan re ko me n dasi
terkait dengan usulan revisi
Perda RTRW. "Nanti dewan
akan rekomendasikan revisi
Perda 16 Tahun 2009 ini,"
ujarnya.

Usai pembahasan Raperda
APZ, kemarin, kepada lVu-
saBali, Sugawa mengatakan
usulan revisi itu dibahas dulu
di paripurna internal. Kalau
disetujui baru diusulkan ke
pimpinan untuk direkomen-
dasikan. Jadi tergantung hasil
pembahasan di internal de-
wan. "Kalau sudah disetujui
direvisi dalam paripurna inter-
nal barulah ada rekomendasi
DPRD Bali. Sekarang ini kan
baru usulan Pansus APZ. Itu
akan dibahas paripurna diin-
ternal," ucapnya. 6, nat
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Pilkada Buleleng Digelar Februari 2017
* KPUD Mulai Susun Kebutuhan Dana

SINGAMfA, NusaBali
Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Bukleng

bakal dihelat pada bulan Februari tahun
2017 mendatang. Komisi Pemilihan Umum
Daerah [KPU] sendiri sudah mulai menyu-
sun perkiraan kebutuhan dana pelakanaan
perhelatan politik tersebut.

KPU pun mulai berkoordinasi dengan
Lembaga DPRD Buleleng fumat [18/9) guna
bisa mengamankan kebutuhan dana yang
akan diajukan nanti. Diperkirakan kebutuhan
dana Pilkada itu mencapai puluhan rniliar
rupiah. Rombongan Komisioner KPU Bule-
leng yang datang ke gedung Dewan kemarin
diterima langsung Ketua DPRD Buleleng I

Gede Supriatna didampingi Kabag Humas
dan Perjalanan, Putra Aryana.

Dalam peftemuan itu, Komisioner KPU
Buleleng menerangkan Pilkada serentirk ta-
hap duayangdiselenggarakan di tahun 2017
nanti, salah satunya diikuti oleh Kabupaten
Buleleng. Diperkirakan proses Pilkada itu
sudah dimulai sekitar bulan Oktober tahun
2016. Karena itu, pihalmya segera akan men-
gajukan usulan permohonan penggunaan
dana Pilkada tersebut dalam APBD tahun
2016. "Kami sifatnya masih koordinasr saja,
sebagai informasi awal saja. Meski perhela-
tannya masih dua tahun lagi, namun kami
perlu melakukan persiapan lebih awal. Satu
hal yang paling penting dibahas menyang-
kut kesiapan kebutuhan anggaran," terang
Ketua KPU Buleleng I Gede Suardana usai
pertemuan.

Menurut Suardana, penyusun draf item
penggunaan dana pilkada mengacu pada
regulasi yang sudah ada seperti Peraturan
Mentri Dalam Negeri (PermendagriJ No. 51

KETUA DPRD Buleleng lGede Supriata menerima rombon-
gan komisioner KPUD Buleleng Jumat (18/9)

'lhhun 2015 tenrang Srandar Kebu;ha;. S;-- 

-
lain itu, ada pula regulasi lain yang dijadikan
acuan seperti Peraturan Mentri Keuangan
(PMK) dan Peraturan KPU. Sementara terkait
nilai estimasi kebutuhan anggaran pilloda,
pihaknya belum berani menginformasikan
sebelum kebutuhan anggaran secara resmi
diusulkan oleh pemerintah daerah ke lem-
baga dewan. "Nanti akan ada finalisasi dan
kami belum sampaikan nilainya, karena nanti
anggaran itu ditetapkan oleh pemerintah un-
tuk dibahas bersama dewanj' ujarnya.

. Sementara Ketua DPRD Buleleng I Gede
Supriatna mengatakan, berdasarkan jad-
wal pilkada akan dihelat pada awal tahun
anggaran 2077, maka sudah sepantasnya
pemeirntah mulai menyusun perencanaan
anggaran yang diperlukan. Hal ini penting
dilakukan untuk mengantisipasi jangan

sampai lersoalan anggaran ini
menghambat tahapan pilkada
yang sudah diamantkan oleh
undang-undang. Untuk itu,
pihaknya menyambut positif
kinerja KPUD )xang menyusun
lebih awal item anggaran. Lem-
baga dewan dalam waktu dekat
ini akan melakukan koordinasi
dengan tim anggaran pemerin-
tah untuk membahas anggaran
pilkad4 sehingga begitu usulan
anggarannya masuk dalam
APBD Tahun 2016, maka pem-
bahasan akan lebih cepat bisa
disahkan. "Karena ini sudah
diamanatl<an oleh UU, jadi kami
mendorong KPUD yang telah
menyusun persiapan kebutu-.

han anggaran. Kita akan kordinasikan dulu
dan begitu usulan masuk dalam APBD 2016
pembahasannya bisa optimalj' tegasnfa.

Ditanya perkiraan estimasi kebutuhan
anggaran pilkada, politisi PDI-Perjuangan
asal Desa Tejakula Kecamatan Tejakula ini
nrengatakan, secara keseluruhan pilkada
diperkiral<an memerlukan anggaran sebesar
FQ 46 miliar. Dari anggaran ini rincian kebu-
tuhan anggaranya mulai dari dana kampanye
logistih honor-hono4 sewa gudang dankebu-
tuhan anggaran telmis lainnya.'iAnggarannya
lumayan besar dan mudah-mudahan kita
bisa memenghinya dan upaya efisiensi akan
kita carikan solusinya. Seperti sewa gudang
karena pemqrintah puya tempat, apa tidak
bisa tidak disewa, sehingga bisa mengirit
biaya," tegas Supriatna. 6k19
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Pusk mas di Kintamani
Ke gan Dokter

BANGLI, NusaBali inggung masalah kondisi gedung

vang sanqat memPrl natlnKan'
(,,l"n"urutnva di beberaPa titik
bangunan gedung- sudah mulai
rusak sepertiataP bangunan aqa
yang sudah jebol. "Kita iuga dapat
masukan bahwa Peralatan medE

iumlahnya juga sangat mlntm,
bahkan untuk slop tangan sala

tidak tersedia Padahal fungsinYa

sangat penting bagi Para tenaga

medisi'ungkaP Wedana.
Maka, pihaknya mendesak

Diskes untuk mengambll lang'
kah-langkah strategis.menqStasl
masalah Yang teriadl' balK ltu
masa la h kekurangan dokter,
minimnya Perlatan dan seb-
asainva. "Kita mendesak Paqa
D'iskei untuk melakukan Pen-
dataan. kita di dewan Pastinya
bakal mendukung langkah dalam
mengatasi Persoalan tersebuu

Melihat kondisi dan
realita

'yang 
ada di

DPRD Bangli
dengan me-

Kabupaten
menggelar Sid
ny:rsar serumlan

Salah satunyaaila, Jumat [18/9
menyasar Kintamani l,

yang melayani
hui temyata Pu

inap. Diketa-
as Kintamani

I malah tenaga dokter
iiumlah ideal.hingga separuh

SaatiniPuskesn hanya
diperkuat tiga
minimal harus
orang dokter.

; padahal
ia enam

Hal itu saatrombon-
Wakil Ketuagan yang qlprrrt

DPRD, I Komang bersama
WedanaKetua Komisi l,

dan Nengah mengorek
data di lokasi. diterima
oleh Kepala Kintamanl
I, drg Agus

I Wayan
a. akunya.
;erclahturun sementara,KepalaPuskesmas
i.."r"it"t Kintamani I, drg Agus Kawibawa'

langsung ke . ;;;;;ili Kintamani I, drg Agus rkwibawa'
;ri 6;;"" mengatakan disamping kondisi

nasa dolder. bangunanya yang-kurang ter-
iri"pxpL ini, uruslmemang masih kekurangan

pihaknya
minimnya
Menurut

tenaga doKer.
dari PKPI ini,

sebagai ;;;i iinaea doktir. Kalau bisa ter-
ri'6u"i p"nu"ni 

"nam 
dokter umum, kata

urur. ilu, urt"t bisa diberlakukan Shift

yangmelalani
rawat inap,
minimal aiiutt"t."t ' "Rencana penempatannya dua

"il,iJ 
;;;;i unruk meningani nwat ialan dan

"p".3t6tr 
p"t- . sisanya unruI ^",1:1clLl:3::t

"Mengenai
ini, memang
sehingga harus
hatian lebih," uj w;i;;;. 

" ' inap iecara bergiliran"' ujarnva'

,i' 
"r,"Jr'ii" 

ng" n serientara.untuk-tenagabidan dan
Selain j;;;;Tt: perawattetah mencukupi 6 cr53

lenaqa {ol$e1 !
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WargaProtes
Perbaikan lalan

RUAS jalan Takmung - Lepang di
Klungkung dikeluhl13n warga.

jalur Banjar Losan, Desa Tatmung,

Perbaikan ini aneh
karena seharusnya

split untuk menambal bagian-
bagian jalan yang rusak, bul-
kan hotmix.

Kepala Dusun Losan I Wavan
Suwitana .mengaku prihatin
dengan hasil pemeliharaan
tersebut. "Sudah ada war-
ga kami yang mengalami ke-
celakaan terpeleset karena
serakan split," ujar Suwitana,
fumat (18/9).

Dia menganggap perbaikan
ini aneh karena seharusnya
berhotmix, namun hanya diia-
buri aspal dan pasir. Harusnya,
lapisan pasangan batu ditum-
puk hotmix sehingga jalan tidak
licin. Warga menilai kondisi
aspal jalan Takmung - Lepang
sekitar 3 Km, relatif bagus.
Kerusakan atau pun lubang-

lubang, tidak.banyak, sehingga
masln tayak clan nyaman.

.Suwitana, mengaku tak tahu
plhak yang mengerjakan per-
baikan ruas jalan tersebut. plt
Kadis PU Klungkung I Ketut
Suayadnya, tak bisa diminta
kon firmasinya terka it pemerli-
haraan jala_n jurusan Takmung-
Lepang. Plt yang sehari-haii
Asisten II Pemkab Klungkung,
Jumat ( 1 8/9) sedang sibuk tei-
kait pernikahan anaknya.

Kabid Bina Margi Anak
Agung Gede Lesmana, ponsel-
nya menunjukkan sinyal tak ak-
tif saat dihubungi. Sedang dari
pantauan lapangan, perbaikan
jalan Takmung- Lepang, baru
sampai di depan Banjar Losan,
Desa Takmung. 6n*tr_7

berhotmix, namun
hanya'ditaburi aspal

dan pasir.

SEMARAPURA, NusaBali
Pemeliharaan atau per-

baikan jalan dari Takmung
-Lepang, tembus bypass Prof
Ida Bagus Mantra, di Desa
Takmung, Kecamatan Banja-
rangkan, Klungkung, dipro-
tes warga. Warga menolak
pemeliharaan jalan itu karena
kualitasnya buruk. Pemeli-
haraan masih memakai pasir

6


